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ABSTRACT 
This research analyzed the role of Joint Health Council in efforts to Health building in community of empowering. 
This was an crossectional study, research using qualitative and quantitative data. It was conducted in three provinces: 
Lampung, Bali, and west Java in which each Province two districts were selected with criteria of representative p1lot project 
of PHPI, PH PI/ and DHSI. Results showed that the roles and performance of Joint Health Council/ mean IS a very lower 
to expectance, the socialization 33.3% respondent, to advocate 16.7-33.3%. Mean for grand meeting ones per years old 
for JHC West Java and JHC Lampung. Since tahun 2002 until th 2005 a launching JHC Bali, grand meeting one/years 
old. The function to watch, to serve, and to advocate was the lower in health building capacity. The commitment IS lower 
for JHC member's in the present discussion or grand meeting with level for present member's was 30-40%. The lower to 
understanding for jobs descriptions to JHC member's, not yet steering commiittee in consist and fixed. The organizations 
JHC considered these member's performance: commitment, present for meeting and managerial system by transparency, 
public of accountable, and monitoring evaluations activity. Based on suggested of member's: proffessionalitas, person of 
birocration 10%, Maximal optima lion on roles and the allocation of budget by effective and efficient with value investation 
sytems a Ionge time, accountable and transparancy. 
Key words: community of organization, Joint Health Council, community of empowering 
PEN DAHULUAN 
Pemerintah daerah dan aparatnya, institusi 
kesehatan pemerintah maupun non pemerintah, 
institusi legislatif, komunitas dan organisasi 
kemasyarakatan yang berkaitan dengan kesehatan 
diharapkan dapat bekerjasama menyumbangkan 
~emampuannya untuk mendorong desentralisasi 
kesehatan. Desentralisasi kesehatan menjadi 
landasan pembangunan kesehatan daerah menuju 
perbaikan tingkat kesehatan masyarakat sesuai 
dengan cita-cita kesehatan penduduk dunia. 
Sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dan 
instansi lintas sektor dalam pembangunan kesehatan, 
perlu dibentuknya lembaga seperti "forum kesehatan 
provinsi atau Joint Health Council (JHC). Keanggotaan 
JHC bisa terdiri dari tokoh masyarakat. LSM, kalangan 
swasta, DPRD , dan instansi pemerintah (Dinas 
Kesehatan , instansi lintas sektor). Menurut Ascobat 
Gani (DepKes Rl , 2003), JHC dapat melakukan 
pertemuan secara berkala, turut terlibat dalam 
menyusun rencana strategis kesehatan daerah dan 
memantau akuntabilitas pelaksanaan pembangunan 
kesehatan daerah. 
Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan 
pembangunan kesehatan, diperlukan kerjasama lintas 
sektor yang man tap, menuntut ad any a penggalangan 
kemitraan lintas sektor dan segenap potensi bangsa. 
Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan sektor 
lain perlu memperhatikan dampak dan mendukung 
keberhasilan pembangunan kesehatan. Untuk itu 
upaya sosialisasi masalah dan upaya pembangunan 
kesehatan sektor lain perlu dilakukan secara intensif 
dan berkesinambungan. Kerjasama lintas sektor harus 
dilakukan sejak perencanaan dan pengangggaran, 
pelaksanaan dan pengendalian , sampai pada 
pengawasan dan penilaiannya (DepKes Rl , 2003). 
Berdasarkan Kep.Menkes Rl No. 004/Menkes/ 
SK/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi 
bidang kesehatan, di setiap daerah diharapkan 
dapat membentu k Joint Health Council (JHC) 
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